PFRATU?AN DAERAL KABUPATEN SAROLAVGUN BANGEO
NOMOR: 2 TAHUN 1969,
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Tentang

MENGADAKAN DANA DAN PENAGIHAN DPAJAK ATAS TENYELENGGGARAAN
EERAI.TAY/TONTONAN GMUM

DENGAN RAFMAT TUHAN YANG MAHA ESA-

DEWAW pERhnBILAN KAKYAT DAFRAH GOTONG ROYONG KABUPATEN
SAROLANGUN BANGKOO ,
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Bahwa dalam rangka Perkerbangsn Daerah dalam Kwuuqatbn
Sarolangun Bang ko dlbldanﬁ rembangunan, maka meriu di-
tinjau Kemb ali ke-utusan Baerah Tko.II . Kabunaten Mera -
ngin No.6/1963% tentqng mengaémgan dana dan menagih

Jjak atas Peuyelenggarasn Keramaian/Tontonapn Unum.

4°Und:rg—undﬂn» Nﬂo/ Tahun 1965 tentang Pememerakaran
Deer hn§i ngkat IT. dédlam pro=insi Jambi(L.N. Thn.65,-
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2°upﬁang—undang No 18 +a%uﬂ 1065 entang Tokok-nokok -
emerintahan Daerah(L.l7. 1965 No.83)

3.5urat Kewutusan. TmRD-GR Xabuwaten Sarolangun |
No .05 /EnTS/DPRD-GR/19 oG8 ,tentang tata tertib L
Kabunaten S:relanﬁup tan zko .
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lewan merwakilan Rakyat Daerah oton@aAQJoug
irolangun Bangko dalam sidang mariwurna Ee.l
1:.22-2-1969.

ERTAMA ¢ Menyatakan bahws Tk.II.Kabu~aten Merangin No.
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flagi d% arolangun Bangko.
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Dalam wilayah Kabunaten Sarolangun Bangko oleh pemerin-
tah Daerah Kabun~aten Sarolangun angko dinungut pajak -
Tenyelenggaraan Tontonan dan Eeramaiar Umum yang disebut
Pajak Tontonan-.

0

=N e
Ty

Pa

1.Dalam Peraturan Daergh ini yang dipakssud de.gun Ton -

tonan Umum ialsg ",“3sar Mqlan Fansi Faisf,Perlomba

Olah Raga, Temmat-ten-at blburan se~erti temnat T
dian,Tertunjukkan Tonel Hyﬂﬂilan—hvﬁnyldwﬂiLuTl lain=

wlain ”ertunduken/?ornaln an,tidak mengingegt sifat atau

; namanya,baik sendiri- qead¢r1 atau rgbuqma;n untuk mana

dari tontonan dinungab Beyaran MuSUk

2.Sebagai Tontonan umun di-andang juga tonsordpgn yang di
selenggare akan oleh w~e‘kum-ulan untuk angeobARYa, ?FtUK
mana dari -ara tontonin bukan ,“ggotany@.L¢T¢#38Ut D Q=
yaran.
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- dengan Pengertian

Bahwa yang dimaksud dengan penyélenggaraan #alam Peraturan
Daerah ini adalah Orang atau Badan Hukum yang bertanggung
Jawab menyelengg rokan topto an a vl

jawab beberapa, Oranq,moka mpreka idu ﬂa51ng— asing be“*amg
cung Jjawab terhadap Pembayaran Pajaknya.

Pasal 4.
1.Pertunjukkan Biaeskop dan bagl pertungulfor lain ialah 2
(duapuluh %persen) dari pada Karcis tanda nmasuk.
2.Hasil dari Pajak tontonanm itu;

2.50%(1limapuluh persen)Untuk Kabupalen Saro
bo50%(linapuluh persen,Untuk llarga yang bersangkutan.

Pasal 5
Penyelanggaraan Tontonan wajib memberikan Kepada
nomton sehelai karcis yang telah dibubuhi tand:
dimgksud dalam Pasal -/ dan dalam mana tercantun
ga tanda masuk serta kelas yang menjadi h;k temny

Pasal 6
1.Karcis tanda masuk dimaksud pasal 5 diatas, uﬂtul masing-mz
sing kelas tersendiri harus dibukukan dan diveri saﬁpula

2.5¢belum Karcis tanda ‘lasuk itu dipergunakan harus torWebih
dahulu oleh atau atas Wama Pemerintah Daerah Kabupaten baro
langun Bangko, dibubuhi tanda atau Cap Stenmpel. :

Pacsal 7.

1.Penyelenggara dilarang ””“n“th,nen:bgpusqu dan neﬂbuat tlu
dak terang tanda stempel sebagaimana termaktub pada Pasal 6.
ayat 2 diatas.

2.Karcis tanda masuk hanya
Jual Kepada Penonton.

)oPer relenggara “ilarang memberikan atau menjual lagi karcis
amda masgk yang telah dipakai.

bolek diampil dari Buku untuk di -

Pasal 8.
1.Pegawal yang wajib mengusut Pelanggaran ini berhak ber 1nth
Lepada Penonton,Supaya menunjukkan kepada karcis tontonan =

jika tontonan itu diselenggarakan oleh suatu peTKUMwhlqn @pn
tidak menarik pembayaran masuk,maka egawail tersebut berhak
minta kepada Penonton memperllbatkan tanda anggotanysae.
2-Penonton dilarang memberikan kembali karcis tanda masuk pada
Penyelenggara kecuapi Jjika sesuatu Gontonan tidak B
lansungkan dan karcis itu dibeli kembali.

o

Pasal 9
1Penyelenggara yang dimaksud akan mengadakan
tahukan tentang maksud itu dengan mempe 1“'LJJ’.,,
menyelenggarakan tontonan,ysng telah diberikan
oleh Pejabat yang berhak.K ia pemerintah 9_? T
lain lain keterangan 3 eriukan guna menetapkan Pe
nya, misalnya keterang tang Penetapan tarif masuk
sanan masuk, tempat, Progra a

n sebagainya Pemberian taiu
tersebut dapat dikakulan olehb Penyelenggara sendiri asau -
wakilnya.

i Dilarang menari,tarif masuk Lublh tinggi dari tarif yang
telah dllaporkan kepada Peme:intah Daerah Kabupaten Sarola-
ngun Bangko yang harus dibububi tanda cap@Stempel seperlunya

Pasal 10.
1-Penyelenggara atau Wakilnya .ebih dahulu membayar Pajak ton
tonan itu kepada Pegawal yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Sarolansun Bangko. ;
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2.Pembayaran itu dilakukan sebelum buku karcis tanda masuk
yang diberikan dibubuhi tanda Cap/Stempel diserahkan kem
‘bali Kepada Penyelenggara. ’

3sPajak yang harus dibayar dihitung menurut banyaknya karcis
tanda. masuk “yang terdapat dalam buku tersebut dan Kepada Pe
nyelenggara diberi tanda terimsg

Pasal 1%

Penyelenggara yang Jenurut pertimbangan Pemerintah {abupa~
Ten Sarolangun Bangko dipancang tidak manpu membayar semua
Pajak lebih dahulu dapat di-izinkan nembayar Pajaknya sete
lah satu pertunjukkan atau lebih berlansung.

Pasal e

1.Apabila dapat dibuktikan bahwa tidak semua karcis tanda -
nasuk yang telah dibubuhi tanda/cap Stempel habis terjual
mgka pajak yang tidak semestinya dibayar kem: ali Kepada
Penyelenggara, sedangkarcis tanda masuk yang tidak teojual
tersebut harus diserahkan Kepada Pezerintah Eabupaten Saro
langun Bangko.

2.Apabila dapat dibuktikan,bahwa setelah karcis tanda masuk
diserahkan suatu tontonan yang tidak jadi diselenggarakan
Iaka atas Permintan Penyelenggara menurut Pertimbangan Te
Derintah Sarolangun-Bangko Pajak yang telah dibayar dapatb
dikembalikan kepadaiPenyelenggara dan karcis diserahkan ken
bali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko.

Pasal.13. :

‘Untuk Pengawasan yang 2ayak agar ditaatinya Kebentuan-keten
tuan' daleam Peraturan Daerah ini,Pemerintah Dacrah Kabupaten

Sarolangun Bangko dapat menunjuk beberapa Pegawal yang dibe
ri Tugas untuk melakukan Pengawasan tersebut.
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Pasal.4.

1.Pengusutan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan
Jaerah ini diserahkan g2 Berada Pegawal-pegawal Bagian -

Pajak dan Pegawal Eei ran
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2oDalam melaksanakan tugasnya itu Pejabat-pejabat tersebut
pada ayat I berhak memasulki tempat-tempat tontonan,dimana
dari Penonton dipungut Terif Masuk.

S.Penyelenggararrberhak memberi izin kepada Pejabat-pejabat
tersebut dan manakala diminta wajib segera memperlihailkan
karcis tanda masuk yang telah digual, kepada pejabat-pejabat

itu.

Pasal. 15
7

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalem pasal 3,
pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 ayat 2 dijatuhi
hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Bp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

: Pasal. 13

Apabila penyelenggaraan tontoian adalah suatu Badan Hukun,
Naka yang berhak bertanggung Jjawab atas tuntutan hukum,
Jika terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal
15, ialah semua anggota pengirus.
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Pasal 17. :
1e Peraturan Daerah ini dinamakan "Peraturan Daerah Ksbupaten
Sarolangun Bangko tentang Pajak Tontonan"

5. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada harl ketiga puluh
sesudah hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dgn
tanggal 1 Januari 1969, kecuali mengenai Letentuan2Pidana

DITETAPKAN DL - ¢ BsA W G K C
PADA TANGGAL ;s 22 FEBRUART i969.
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